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Pembahasan sk.ripsi am pada dasamya mengetengahkan pembahasan 
tentang undak p1dana korupsi sena akibat hukunmya. Melihal buruknya korupsi dan 
dampaknya bag1 suatu bangsa maka adalah sua1u hat yang menarik unluk mcngkaJi 
lebih jauh ten tang isulah korups1 11u sendiri dan juga proses pcnanganannyn di tingkut 
pengadilan. karena sela'113 ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum 
marnpu mcmberikan efek ;era bagi pclaku dan juga calon pclaku dalurn putusa11· 
putusannya 1en1ang tindak pidana korupsi. 

Adapun permasalahan � ang d1:tngkot menjadi bahan penclitian skripsi i111 
adalah: 
I. Sejauhmana LT �o. :o fahun :001,1cn1:mg pcrnberantasan.tindak pidana korupsi 

memperlua;; pengcnian 5ubjek pebku tindak pid:ina korur' 1 dihandingkan dcngan 
yang diarur dalam KC H Pidana. 

, Sagaimana penangguni; ja"aba, pelaku dal;1m tindak pidana korupsi tersd•ut 
:nenurut L'L �o. :o T:ih:m :OOl d1hubungkan dcnga11 yang diatur di dalam Kl'l I 
Pidana 

Setelah dilakJk:m ixneht1:m dan pembahasan maka diketahui : Pengcni.111 
Tindok Pidana Korupsi menurut UL' �o 20 Tahun '.!001 dimuat dalarn rumusan Pa5al 
I a� at I can : Para sarj:ina memt-crikan pengcnian Tindak Pidana Korupsi yang 
ditinjau dari beberapa seg1 amara Jain rumusan menurut pcrkemb:ingan ilmu-ilmu 
sosial, rumusm yang menek:mkan pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi 
yang dihubungkan dcngan teori pasar dan rumusan yang bcrorientasi kepada 
.-epentingan umum Berda<arkan buny1 Pa�! I aya1 I LlCPTPK maka pelakunya 
dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilakuk:in olch pcgawai ncgeri. bukan pcg:mai 
r.egen dan yang d1lakukan okh pega"ai ncgen bersnrna-sama dcngan yang buk;111 
pcga\\'ai ncgeri dan pcngenaan pegawa1 negeri dalan1 UU No. 20 Tahun 200 I ndaluh 
rr.erupakan perluasan pengcnian peg:iwai negcri menurut Pasal 92 KUI IP d<m 
Undang-Undang Pokok Kcpcgawoian No. 8 Tahun 1974 Dengan demikian pcngcrtian 
pegawai negeri menurut LL :-.:o. 20 Tahun 2001 1clah berlap1s 1iga yaitu ( 1) pc�a\\al 
negeri menurut Pasal 92 KCHP. (:!) pegawa1 menurut UU No. 8 Tohun 197'1 clan ( 1) 
Pega"ai ncgc;n menurut Pasal 2 CC :\o. 20 Tahun '.!001 
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